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ABSTRAK 

Banyaknya dampak negatif yang diterima oleh suami, istri dan anak akibat 

tidak dicatatkannya perkawinan menunjukkan bahwa kehadiran aturan pencatatan 

perkawinan menjadikannya sesuatu yang sangat urgen untuk diperjuangkan. 

Aturan pencatatan perkawinan yang bersifat prosedural menimbulkan spekulasi 

bahwa pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat administratif belaka. 

Sehingga sampai saat ini perkawinan di bawah tangan masih sering ditemukan di 

kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensitas 

sebuah pencatatan perkawinan untuk pihak yang terikat akibat perkawinan.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

research) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, buku-buku, kitab 

dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis yang menggambarkan secara objektif aturan pencatatan 

perkawinan dengan menganalisis menggunakan teori sistem maqāṣid asy-syarī’ah 

sebagai sebuah metodologi pendekatan filsafat hukum Islam. Penyusun 

menganalisis aturan pencatatan perkawinan dengan konsep kontemporesasi 

hukum Islam milik cendekiawan muslim kontemporer Jāsir „Audah yang 

memperbaiki dan melengkapi konsep maqāṣid asy-syarī’ah klasik. 

Berdasarkan hasil penelitian, aturan pencatatan perkawinan merupakan 

produk pembaharuan hukum Islam yang menempati urutan terdepan untuk zaman 

sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam sebagai 

bentuk ijtihad baru terhadap persaksian dalam sebuah perkawinan. Dengan 

mencatatkan perkawinan hak keperdataan pihak-pihak yang terkait akan terjamin 

dan aman. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mungkin cukup dengan 

persaksian sesuai syarat perkawinan yang telah ada. Konsekuensi logis adanya 

perkembangan zaman berkembang pula bukti-bukti yang menentukan keabsahan 

perkawinan. Fitur-fitur teori sistem Jāsir „Audah berjumlah enam, yakni watak 

kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling terkait, multidimensi, dan 

kebermaksudan. Keseluruhan fitur Jāsir „Audah bersifat aplikatif yang dapat 

mewujudkan gagasan aturan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah penentu 

sebuah perkawinan.  

Kata kunci: pencatatan perkawinan, teori sistem, Jāsir „Audah. 









vi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟    a  dengan titik di bawah  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  dengan titik di atas ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م
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 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta‟ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر
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D. Vokal Pendek 

  ٙ  

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

  ַ  

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

  ٙ  

 يذهب

Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا
Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya‟ mati 

 تنسى
Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya‟ mati 

 تفصيل
Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafṣîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول
Ditulis 

ditulis 

Û 

 ṣ l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  ya‟ mati 

 الزهيلي
Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة
Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟antum أأنتم

 Ditulis  ‟iddat أعدت

 Ditulis La‟in syakartum لئنشكرتم
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Żaw  al-fur ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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MOTTO 

 

 # وما من شدّة إلاّ سيأتي

 لها من بعد شدّتها رخاء

 

“Tiada suatu kesulitan 

kecuali setelahnya datang 

kemudahan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Perkawinan merupakan tujuan syar‟i yang dibawa nabi Muhammad SAW 

sebagai penataan hal i wāl manusia.
2
 

Akad perkawinan merupakan akad yang kokoh atau mīśāqan galī an.
3
 Di 

dalam Al-Qur‟ān hanya disebutkan kalimat mīśāqan galī an sebanyak tiga 

kali pada surat Al-A zāb (33):7 yang menunjukkan perjanjian Allah kepada 

beberapa nabi, surat An-Nisā‟(4):154 yang menunjukkan perjanjian Allah 

kepada kaum Yahudi dan surat An-Nisā‟(4):21 yang menunjukkan perjanjian 

tentang perkawinan.
4
 

Ungkapan akad yang kokoh atau mīśāqan galī an mengandung arti bahwa 

akad perkawinan berbeda dengan perjanjian keperdataan lainnya. Pada 

                                                           
1
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2
 Tihami dan  Sobari Sahroni, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Press,  2013), hlm. 15. 

3
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan Di Dunia Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 219. 

4
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 27-28. 
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dasarnya perkawinan bertujuan untuk kehidupan subjek keluarga selama-

lamanya dengan mewujudkan kehidupan yang sakīnah, mawaddah dan 

ra mah. 
5
 

Pentingnya sebuah perkawinan, maka akad perkawinan hanya dianggap 

sah apabila telah memenuhi dua syarat. Pertama, ketentuan hukum materil 

dengan dilangsungkan perkawinan sesuai syarat dan rukun menurut hukum 

Islam dan kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, perkawinan telah 

dicatatkan di pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang 

hanya memenuhi syarat materil maka dianggap tidak pernah ada/ tidak diakui, 

sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil maka dapat 

dibatalkan.
6
 

Pada hakikatnya, aturan pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan 

hukum Islam di bidang hukum Keluarga. Hal ini dapat dilihat tidak ada 

satupun dalil Al-Qur‟ān maupun Al- adīś yang mengatur keharusan 

pencatatan perkawinan, atas dasar inilah para ulama tidak memberikan 

perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan.
7
 Pada zaman dahulu 

perkawinan dibuktikan dengan adanya saksi dan pesta perkawinan (walīmah 

al-„ursy) menjadi sarana pengumuman perkawinan kepada masyarakat, 

                                                           
5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 

hlm. 40. 
6
 A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam 

Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 64-65. 

7
Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di 

Dunia Islam”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5 (2011), hlm. 53. 
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perintah nabi Muhammad tertera dalam suatu hadīś yang diriwayatkan oleh  

Al Hākim, Ahmad dan At Turmużī 

8)رواه الحاكم وأحمد والترمذي( بالدف   اضربوا عليوأعلنوا النكاح و 
 

Atas dasar tersebut, maka pencatatan perkawinan belum dijadikan sebagai 

alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.
9
 Hal ini dimungkinkan 

karena tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi, sehingga kemungkinan 

untuk berbuat menyeleweng atau penyalahgunaan lembaga perkawinan  

untuk tujuan sesaat atau sementara, atau merugikan pihak lain relatif kecil. 
10

 

Seiring dengan berkembangnya zaman serta dinamika yang terus berubah 

maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergesaran kultur 

lisan menjadi kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut 

dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi mampu 

mengkover keakuratan sebagai saksi, karena manusia bisa lenyap dengan 

adanya kematian, manusia juga tidak jarang mengalami kealpaan dan 

kesilapan, atas dasar ini diperlukāan adanya bukti yang abadi. 

Bentuk dari pembaharuan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia 

adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu aturan hukum 

                                                           
8
 Ibn  ajar Al Asqalāni, Fath al-Bari, Juz 9, (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1379), hlm. 226. 

9
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 120-121. 

10
 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama 

Media Offset, 2001) Hlm. 103-104. 
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yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan 

perkawinan.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka 

pembagian tugas pencatatan perkawinan telah diatur, bagi penganut agama 

Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah  Kantor 

Urusan Agama yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang 

ditunjuk olehnya. Lain halnya dengan penganut selain agama Islam maka 

pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada 

Kantor Catatan Sipil. Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk 

setiap pemeluk agama di Indonesia.
11

 Meskipun demikian, pencatatan 

perkawinan masih menjadi aturan hukum yang diperselisihkan.  Terdapat dua 

kelompok  yang memiliki penafsiran kontra produktif mengenai aturan 

pencatatan perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, yakni:
 12

 

1. Pendapat yang memisahkan antara pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2, sehingga 

perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya sedangkan pencatatan perkawinan 

hanya sebagai syarat administratif, maka perkawinan antara dua orang 

yang beragama Islam sudah dianggap sah hanya dengan terpenuhi syarat 

dan rukun perkawinan; 

                                                           
11

 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 82. 

12
 M. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum 

perkawinan Islam, (ind: Hillco, 1986), hlm. 91-93.  
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2. Pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan 

satu kesatuan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, pendapat ini 

didasari dengan penafsiran sosiolog dan dikaitkan dengan akibat-akibat 

hukum setelah perkawinan dilakasanakan.  

Pemahaman dua kelompok yang saling kontra-produktif terhadap undang-

undang maupun hukum Islam berdampak pada sikap masyarakat.  Seringkali 

ditemukan nikah yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri diantaranya adalah kurangnya 

kesadaran dan pemahaman hukum dari kalangan masyarakat, izin poligami 

yang ketat, tokoh agama dan penguasa yang apatis terhadap aturan hukum 

negara.
13

 

Masyarakat tidak sadar dengan dampak yang ditimbulkan dari praktik 

perkawinan yang tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan merupakan usaha 

pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan 

keadilan hukum. Pencatatan perkawinan berfungsi dalam mencapai 

kemaslahatan bagi setiap pihak yang terikat dalam akad perkawinan.  

Akibat hukum tidak mematuhi aturan  hukum pencatatan perkawinan yang 

telah diberlakukan oleh pemerintah yaitu perkawinan tersebut tidak 

mempunyai jaminan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan 

kewajiban masing-masing pihak, baik suami, istri maupun anak. Jika di 

                                                           
13

 Abdul Manan,  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 47-48. 
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kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, 

maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. 

Pelaku yang lari dari kewajibannya, secara hukum positif tidak berkewajiban 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya.
14

 

Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak akan memperoleh bukti 

kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya karena perkawinan 

orang tuanya tidak dicatatkan di pegawai yang berwenang sehingga tidak 

mendapat akta nikah. Sedangkan akta lahir anak diperoleh jika terdapat akta 

nikah kedua orang tua, tuntutan keperdataan lain, tuntutan hak waris, hak 

pemeliharaan anak dan tuntutan hak lainnya tidak dapat diselesaikan melalui 

jalur hukum apabila pasangan suami istri tidak memiliki bukti resmi 

perkawinan mereka.
15

 

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak hak yang 

dilanggar. Penyusun merasa tergugah untuk mengangkat persoalan tersebut 

dan menelaahnya dengan menggunakan gagasan maqāṣid asy-syarī‟ah ulama 

kontemporer Jāsir „Audah.  

Muatan konsep Jāsir „Audah terdiri dari gagasan kontemporer dengan 

melihat realitas kehidupan, agar dapat ditemukan titik terang mengenai 

persoalan pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam hukum positif, 

sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum. 

                                                           
14

 Madani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 58. 

15
 M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional, 

(Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 131-132. 
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Penelitian ini dianggap menarik, karena permasalahan yang diangkat 

adalah permasalahan yang krusial di zaman sekarang, meskipun telah ada 

norma hukum yang mengatur dengan jelas, akan tetapi pencatatan perkawinan 

masih ramai diperselisihkan keabsahannya. Penyusun menelaahnya dengan  

menggunakan teori sistem maqāṣid asy-syarī‟ah Jāsir „Audah yang mampu 

melestarikan hasanah kelimuan masa lalu dan mengakomodasi hasanah masa 

kini yang dinilai efektif fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer. 

B. Pokok Masalah 

Latar belakang telah dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dapat 

dibahas dan diteliti dalam skripsi ini adalah: 

Bagaimana tinjauan teori sistem maqāṣid asy-syarī‟ah Jāsir „Audah 

terhadap pencatatan perkawinan? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

Untuk menjelaskan penggalian hukum terhadap pencatatan 

perkawinan dengan menggunakan teori sistem maqāṣid asy-syarī‟ah Jāsir 

„Audah. 

Kegunaannya adalah: 

Untuk menambah hasanah keilmuan tentang ilmu hukum sebagai 

bentuk kontribusi pencari ilmu dan untuk memberi informasi perihal 
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pentingnya taat pada aturan legal negara demi tercapai kemaslahatan 

bersama khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian ilmiah yang membahas tentang pencatatan perkawinan sudah 

cukup mudah didapat di kalangan masyarakat. Setiap bagiannya memiliki 

muatan yang berbeda, disebabkan oleh karakteristik yang berbeda pula. 

Cakupan yang bervariasi menghasilkan sisi positif bagi pembaca yakni 

bertambah wawasan pengetahuan dan pola berfikir yang semakin 

berkembang. 

Karya skripsi Muhammad Anis Afiqi yang berjudul “Hukum Pencatatan 

Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqāṣid Asy-Syarī‟ah (Antara Fiqh Al-

Munāka ah Dan UU No. 1 Tahun 1974)”
16

. Penyusun menjelaskan aturan 

hukum pencatatan perkawinan menurut Fiqh Al-Munāka ah dan UU No. 1 

Tahun 1974 dengan menggunakan pendekatan normatif psikologis yang 

dianalisis menggunakan konsep maqāṣid asy-syarī‟ah. Penyusun mengambil 

konsep maqāṣid asy-syarī‟ah yang dikemukakan oleh  tokoh-tokoh ulama 

klasik, sehingga hasil dari analisis penyusun hanya bersifat global dan tidak 

mengkerucut pada ketentuan hukum yang pasti serta fokus pembahasan 

pencatatan pekawinan hanya pada naṣ -naṣ dan pandangan mahasiswa serta 

                                                           
16

 Muhammad Anis Afiqi, “Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqasid 

Al Syari‟ah (Antara Fiqh Munakahat Dan Uu No. 1 Tahun 1974)”, Skripsi, tidak diterbitkan, 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). 
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mahasiswi UIN Sunan Kalijaga tentang pencatatan perkawinan. Hasil analisis 

penyusun hanya bersifat deskriptif tidak bersifat preventif. 

Berbeda dengan karya Anis Afiqi, penelitian yang akan dilakukan 

penyusun menggunakan konsep maqāṣid asy-syarī‟ah dari seorang tokoh 

kontemporer. Pencatatan perkawinan mampu diformulasikan sebagai aturan 

hukum yang menghasilkan suatu keabsahan di negara Indonesia.  

Karya skripsi Ahmad Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan 

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal 

Draft (CLD)”
17

, skripsi ini menjelaskan tata aturan pencatatan perkawinan 

yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang ada dalam Counter Legal 

Draft. Penyusun menjelaskan CLD sebagai tawaran baru pengganti KHI 

karena aturan yang ada dalam KHI dirasa tidak sepenuhnya mengatur hukum 

Islam yang bercorak keindonesiaan. Pendekatan yang digunakan oleh 

penyusun adalah yuridis sosiologis dengan menelaah sejarah lahirnya KHI 

dan CLD serta melihat konsepsi masyarakat mengenai aturan KHI yang telah 

lama diberlakukan di Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analitis komparatif, sehingga penyusun mengkomparasikan kedua 

aturan tersebut. Penelitian yang disimpulkan oleh penyusun menunjukan 

bahwa skripsi tersebut hanya mengkomparasikan efektivitas kedua aturan 

tanpa ada pernyataan tegas terhadap pencatatan perkawinan. 

                                                           
17

 Ahmad Sukron Efendi, “Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Dan Couter Legal Draft (CLD)", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).  
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Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun akan memberikan penjelasan 

yang detail dan jelas terhadap pencatatan perkawinan. 

Karya skripsi Sehabudin berjudul “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitāb 

Al-Fiqh Dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif 

Maqāṣid Asy-Syarī‟ah)”
18

, skripsi ini menjelaskan tentang pencatatan 

perkawinan yang ada dalam kitāb al-fiqh dan Undang-Undang Nomor. 1 

Tahun 1974 dengan pendekatan normatif uṣ l al-fiqh yang dianalisis dengan 

maqāṣid asy-syarī‟ah. Teori maqāṣid asy-syarī‟ah yang diambil adalah tokoh 

klasik Asy-Syāţibi. Penyusun mempersamakan aturan pencatatan perkawinan 

dalam kitāb al-Fiqh dengan walīmah, penyusun tidak memberikan keterangan 

yang jelas dan tegas tentang keabsahan pencatatan perkawinan. 

Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menegaskan keabsahan 

pencatatan perkawinan di negara Indonesia melalui konsep maqāṣid asy-

syarī‟ah tokoh kontemporer.  

Karya Jurnal Arif Marsal dan Ryna Parlyna berjudul “Pencatatan 

Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif”. Karya ini berisi 

tentang penjabaran aturan pencatatan perkawinan menurut hukum Islam 

                                                           
18

 Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Uu No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy Syari‟ah)”, Skripsi, tidak diterbitkan, 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).  
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maupun perundang-undangan. Penyusun menggunakan pendekatan normatif, 

yuridis dan uṣ l al-fiqh.
19

 

Berbeda dari karya-karya sebelumnya, penyusun menelaah tujuan 

pencatatan perkawinan dengan menggunakan teori sistem maqāṣid asy-

syarī‟ah Jāsir „Audah sehingga ditemukan benang merah yang dijadikan  

patokan masyarakat muslim di Indonesia. 

E. Kerangka Teoritik 

Hukum Islam merupakan penggerak motorik keadilan, produktivitas, 

pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, 

keramahan dan masyarakat demokratis.
20

  

Maqāṣid menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Maqāṣid 

asy-syarī‟ah adalah prinsip yang menyingkap hikmah diberlakukan suatu 

hukum. Kontemporisasi hukum Islam sebagai peran fundamental maqāṣid 

asy-syarī‟ah telah dibahas oleh para tokoh klasik maupun kontemporer. 

Jāsir „Audah adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki ide 

kontemporisasi maqāṣid asy-syarī‟ah
21

, menurut Jāsir „Audah, maqāṣid 

                                                           
19
Arif Marsal dan Ryna Parlyna, “Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan 

Syarat Administratif,” An Nur, Vol. 4, No. 1 (2015). 

20
Jāsir „Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih bahasa 

Rosidin dan Ali „Abd el-mu‟in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 23. 

21
http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html, diakses 17 Oktober 2016. 

http://www.jasserauda.net/en/bahasa-indonesia.html
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asy-syarī‟ah dibagi berdasarkan sejumlah dimensi. Berikut beberapa 

dimensi tersebut
22

: 

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi 

tradisional. 

2. Jangkaun tujuan hukum untuk menggapai maqāṣid  

3. Jangkauan orang yang tercakup dalam maqāṣid 

4. Tingkatan keumuman maqāṣid atau sejauh mana maqāṣid 

mencerminkan naṣ secara keseluruhan. 

Klasifikasi tradisional membagi maqāṣid menjadi tiga tingkatan 

keniscayaan, yaitu keniscayaan atau  ar riyyah, kebutuhan atau 

 ajiyyah, dan kelengkapan atau ta sīniyyah.
23

 

 ar riyyah terbagi menjadi 5 bagian: 

1 Perlindungan agama  

2 Perlindungan jiwa raga 

3 Perlindungan harta 

4 Perlindungan akal 

5 Perlindungan keturunan 

Masing-masing klasifikasi tradisional maqāṣid melayani dan 

melindungi tingkatan maqāṣid dibawahnya. Misalnya perbuatan yang 

termasuk dalam tingkatan  ajiyyah berfungsi sebagai perisai untuk 

                                                           
22

 Jāsir „Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih bahasa 

Rosidin dan Ali „Abd el-mu‟in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 33. 

23
 Ibid., hlm. 34. 
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melindungi tingkatan  ar riyyah. Susunan maqāṣid klasik berbentuk 

piramida hierarki yang terkesan kaku, sehingga dalam perkembangannya 

klasifikasi ini menuai kritik dan perbaikan dari cendekiawan 

kontemporer. Susunan Maqāṣid kontemporer bersifat lingkaran tumpang 

tindih, antara satu dengan yang lain saling terkait.
24

    

 Konsep maqāṣid asy-syarī‟ah berkembang dari abad ke abad, 

terutama pada abad ke 20 M. Para ulama kontemporer mengkritik 

klasifikasi keniscayaan model tradisional sebagaimana yang telah 

dijelaskan dengan beberapa alasan,
25

 antara lain: 

1 Jangkauan maqāṣid tradisional meliputi seluruh hukum Islam. 

Tetapi, upaya para penggagas maqāṣid tradisional tidak 

memasukkan maksud khusus dari suatu atau himpunan naṣ/ 

hukum yang meliputi topik fiqh tertentu. 

2 Maqāṣid tradisional lebih berkaitan dengan individu, 

dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia. 

3 Klasifikasi maqāṣid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang 

paling umum seperti keadilan dan kebebasan. 

4 Maqāṣid tradisional dideduksi dari kajian „literatur fiqh‟, dari pada 

sumber-sumber syarī‟ah (Al-Qur‟ān dan As-Sunnah). 

                                                           
24

 Jāsir „Audah, Al-Maqāṣid Untuk Pemula, alih bahasa „Ali „Abdelmon‟im, (Yogyakarta: 

SUKA-Press, 2013), hlm. 11-12. 

25
 Jāsir „Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih bahasa 

Rosidin dan Ali „Abd el-mu‟in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 36. 
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 Jāsir „Audah melakukan perbaikan konsep maqāṣid klasik dengan 

konsep dan klasifikasi maqāṣid yang baru, yakni  klasifikasi maqāṣid 

kontemporer terbagi menjadi tiga tingkatan yakni maqāṣid umum, 

maqāṣid khusus dan maqāṣid parsial, kemudian jangkauan orang yang 

diliputi ditambah mencakup masyarakat, bangsa dan umat manusia, 

serta teori maqāṣid umum yang secara langsung digali dari naṣ bukan 

dari literatur fiqh dalam mażhab-mażhab fiqh.  

 Jāsir „Audah mengaplikasikan konsep maqāṣid asy-syarī‟ah 

kontemporer melalui teori sistem. Jāsir „Audah mengemukakan 

pengertian sistem sebagai: 

“A set of interacting units or elements that forms an integrated-whole 

intended to perform some function.”
26

 

 Kemurnian teori sistem yang diajukan Jāsir „Audah terletak pada 

sifat terbuka (openness) terhadap dan interaksi hukum dengan 

lingkungan luar. Ia memiliki kemampuan dalam mengkolaborasikan 

naṣ dengan realitas kehidupan masyarakat muslim.
27

 

 Teori sistem yang diajukan oleh Jāsir „Audah memiliki enam fitur 

sebagai berikut:
 28

  

a. Watak Kognisi (Al-Idrākiyah, Cognitive Nature) 

                                                           
26

 Jāsir „Audah, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach, 

(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 33. 

27
 Muhammad Salahuddin, “Analisis Pemikiran Jasser Auda Tantang Maqasid Al-

Shariah,” Jurnal Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol: 16:1 (Juni 2012), hlm. 116. 

28
Jāsir „Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih bahasa 

Rosidin dan Ali „Abd el-mu‟in, (Bandung: Mizan, 2015), hlm.12-14. 
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 Pemahaman fiqh yang digeser dari bidang pengetahuan ilāhiyah 

menjadi bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap 

pengetahuan ilāhiyah.  

 Pemahaman tidak ada naṣ ataupun aturan fiqh yang menjelaskan 

konsep pencatatan perkawinan dapat difahami dengan rasio manusia 

yang berkembang pada zaman kini. 

b.  Kemenyeluruhan (Al-Kulliyyah, Wholeness) 

Bentuk perbaikan dari konsep uṣ l al-fiqh klasik yang sering 

menggunakan satu naṣ untuk menyelesaikan berbagai kasus tanpa 

melihat naṣ lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. solusinya 

adalah menggunakan prinsip kemenyeluruhan dimana suatu kasus 

diselesaikan tidak hanya dengan naṣ hukum namun naṣ-naṣ lain 

seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain dipergunakan dalam 

proses penyelesaian.  

Pencatatan perkawinan sebagai produk hukum kontemporer dapat 

dikaitkan dengan berbagai macam naṣ yang berhubungan dengan 

kemaslahatan aturan tersebut. 

c. Keterbukaan (Openness) 

Prinsip ini berfungsi untuk memperluas jangkauan adat kebiasaan. 

Adat kebiasaan dahulu hanya bersinggungan dengan tempat, waktu 

dan wilayah, maka adat kebiasaan saat ini diperluas dengan 

pandangan dunia dan wawasan kelimuan ahli ilmu yang dibangun atas 
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basis ilmiah. Hukum Islam bereformasi melalui keterbukaannya 

terhadap keilmuan lainnya. 

Pencatatan perkawinan sebagai bentuk reformasi hukum Islam 

yang digagas oleh ahli ilmu masa kini. 

d. Hierarki Saling Terkait (Al-harakiyyah Al-mu‟tamadah 

Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy) 

 Jangkauan maqāṣid terbagi menjadi tiga tingkatan, maqāṣid umum 

yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, maqāṣid khusus yang 

diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam, maqāṣid partikular. Tiga 

macam maqāṣid ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat 

manusia sehingga tidak bercorak individual. 

 Aturan pencatatan perkawinan tidak hanya berimplikasi pada 

kemaslahatan individu, namun untuk tujuan meningkatkan keamanaan 

dalam hukum keluarga di seluruh penjuru Indonesia. 

e. Multidimensional (Ta‟addud Al-ab‟ad, Multi Dimentionality)  

 Sebagai tawaran atas persepsi dalil-dalil yang saling bertentangan. 

Dalil-dalil yang tampak saling bertentangan dikonsiliasi dan 

dikompromikan dalam konteks baru. Hukum Islam menjadi lebih 

fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer. 

 Problematika kontra produktif aturan pencatatan perkawinan tidak 

dapat dipungkiri, namun permasalahan tersebut seyogyanya bisa 

diatasi oleh pemerintah dengan cara kompromi. 

f. kebermaksudan ( al-maqṣ diyyah, purposefulness). 
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 Keberamaksudan ini ditentukan dari sumber primer hukum Islam 

(Al-Qur‟ān dan Al-Hadīś) dan sumber rasional hukum Islam (qiyās, 

istihsān, dan lain-lain). 

 Aturan pencatatan perkawinan yang telah diramu oleh pemerintah 

tidak mungkin tanpa maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun naṣ 

sama sekali tidak menjelaskan dengan tegas aturan tersebut, namun 

Allah dalam naṣNya menghendaki sikap taat masyarakat terhadap 

pemimpin. 

F. Metedologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah berupa penelitian 

kepustakaan (library research).  Penelitian ini bersumber dari data bahan-

bahan pustaka
29

. Objek penelitian berkaitan dengan pencatatan pekawinan 

dianalisis dengan menggunakan maqāṣid asy-syarī‟ah Jāsir „Audah, sehingga 

dilakukan penelitian kepustakaan untuk mengkorelasikan antara pencatatan 

perkawinan dengan maqāṣid asy-syarī‟ah Jāsir „Audah. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara objektif mengenai pencatatan 

perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan filsafat hukum 

                                                           
29

 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 196. 
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Islam bersumber pada data-data literatur konsep maqāṣid asy-syarī‟ah dengan 

menggunakan teori sistem milik Jāsir „Audah. Setelah data-data kepustakaan 

terkumpul
30

, konsep pencatatan perkawinan dapat didiskripsikan dan setelah 

itu dianalisa menggunakan pendekatan tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyusun skripsi ini, penyusun memerlukan data-data berupa 

primer dan sekunder, antara lain: 

a. Data primer 

Penyusun menggunakan data primer yang diperoleh dari beberapa 

aturan hukum positif.  Kitab UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan 

Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-

kitab fiqh, kitab tafsīr hukum, jurnal,  sumber-sumber lain yang relevan 

dalam menunjang penelitian ini.  

4. Aanalisis Data 

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menelaah, 

mempelajari secara mendalam, menganalisis serta mengolah data-data 

tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit dari persoalan yang 

                                                           
30

 Ibid., hlm. 303. 
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sedang dibahas dan diteliti.
31

 Analisis data ini menggunakan metode 

kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat 

diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori.
32

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai isi pembahasan yang 

disusun dalam skripsi, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. 

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi antara satu bab 

dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua menjelaskan tentang konsep maqāṣid asy-syarī‟ah 

kontemporer, sub bab terdiri dari perbaikan terhadap klasifikasi tradisional 

maqāṣid asy-syarī‟ah, teori sistem terhadap hukum Islam, fitur-fitur teori 

sistem maqāṣid asy-syarī‟ah.  

Bab ketiga menjelaskan tentang urgensitas pencatatan perkawinan, 

didalamnya terdapat sub bab yang menjelaskan konsep umum pencatatan 

perkawinan meliputi pengertian pencatatan perkawinan, pencatatan 

perkawinan dalam  hukum positif, prosedur pencatatan perkawinan dan sub 

                                                           
31

 Ibid., Hlm. 202.  

32
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-9, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1991). Hlm. 254. 
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bab selanjutnya adalah tujuan pencatatan perkawinan, akta nikah sebagai 

bukti pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dan jaminan hak 

keperdataan. 

Bab keempat menganalisis urgensitas pencatatan perkawinan perspektif 

maqāṣid asy-syarī‟ah Jāsir „Audah, didalamnya terdiri dari pembahasan 

mengenai analisis tentang pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid 

asy-syarī‟ah Jāsir „Audah, pencatatan sebagai syarat sah perkawinan. 

Bab kelima yakni penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pembaharuan dalam hukum 

keluarga. Meskipun dengan jelas tidak ada satu kitab fiqh manapun yang 

membahas urgensitas sebuah pencatatan dalam perkawinan namun sudah 

menjadi keniscayaan aturan pencatatan perkawinan diartikan sebagai 

kontemporesasi bukti (bayyinah) sebagaimana dahulu persaksian menjadi 

syarat penting yang menentukan perkawinan telah dilangsungkan dengan 

memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam aturan agama. Pencatatan 

perkawinan menjadi syarat administratif yang menentukan keabsahan suatu 

perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan 

sesuai ketentuan syariat agama dan aturan hukum negara.  

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam beberapa pasal dalam 

perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, 

Cerai dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Bukti (bayyinah) pencatatan perkawinan berupa akta nikah atau kutipan 

akta nikah berfungsi sebagai akta autentik yang menjamin perkawinan 
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seseorang dan menjadikan status hukum pihak yang terkait menjadi jelas. 

Dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah seseorang memiliki kekuatan 

hukum. Manfaat mencatatkan perkawinan antara lain: 

a. Mendapat perlindungan dan pengakuan hukum 

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan 

perkawinan baik pihak suami, istri maupun anak 

c. Mewujudkan ketertiban masyarakat dan hubungan kekeluargaan 

d. Sebagai bentuk legalitas formal perkawinan di hadapan hukum 

Perkawinan di bawah tangan tetap menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

pihak-pihak yang terkait. Apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar oleh 

salah satu pihak maka tidak ada pelayanan hukum untuk menyelesaikannya. 

Perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada. Dampak negatif dari 

perkawinan di bawah tangan antara lain: 

a. Tidak dapat menuntuk hak yang dilanggar dan kewajiban yang tidak 

dilaksanakn oleh suami maupun istri kepada lembaga resmi pengadilan.  

b. Memakan waktu yang lama untuk mengajukan gugatan cerai ke 

pengadilan agama.  

c. Istri tidak mendapatkan tunjangan dari suami yang bekerja sebagai PNS, 

TNI/POLRI, BUMN/BUMd atau karyawan swasta. Secara hukum suami 

belum pernah menikah. 

d. Anak yang lahir dianggap sebagai anak tidak sah. Karena alasan 

prosedural maka anak hanya memiliki akta kelahiran tanpa nama ayah 

biologisdan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.  
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Pencatatan perkawinan sengaja dibuat sebagai penyempurna kualitas 

perkawinan. Tujuan yang luhur dari sebuah perkawinan dapat terwujud 

dengan baik. Aturan yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan aturan yang datang 

kemudian harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap masyarakat di negara 

hukum. Alasan apapun yang mendasari dilakukannya perkawinan di bawah 

tangan tetap saja tidak mencerminkan sikap seorang muslim yang taat kepada 

Allah, Rasulullah dan pemerintah sebagai ūlil amri. Perkawinan harus 

dilaksanakan secara terbuka agar tidak menjadi bentuk penyelundupan 

hukum. 

B. Saran 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirasa telah lama berlaku untuk 

muslim Indonesia. Seyogyanya RUU 2015 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera diselesaikan 

oleh DPR. Aturan pencatatan perkawinan yang menuai multi-tafsir dalam 

UUP menyebabkan perkawinan di bawah tangan masih sering ditemukan 

hingga saat ini. Apabila telah terdapat kejelasan tentang pencatatan 

perkawinan masyarakat mendapat kepastian dan aturan dapat berlaku 

dengan efektif.  

2. Masyarakat maupun lembaga pencatat nikah harus saling mengingatkan 

agar seluruh warga Indonesia taat terhadap aturan yang berlaku sehingga 

dampak-dampak negatif yang muncul akibat perkawinan terselubung dapat 

lenyap dan tujuan perkawinan terwujud dengan baik. 
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3. Penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun masih terdapat banyak 

kekurangan. Sehingga penyusun berharap agar penelitian selanjutnya 

tentang pencatatan perkawinan dapat dikembangkan dengan adanya bukt-

bukti empiris di lapangan. 
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melakukan utang piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskannya. 

3 3 46 57 Kebijakan seorang Pemimpin atas rakyat harus 

berdasarkan kemaslahatan 

4 4 3 70 Mengambil budaya/metodologi/sesuatu yang 

kuno tetapi masih relevan dan mengambil 

sesuatu/ metodologi/terobosan baru yang 
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hukumnya 
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Mengikuti Program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia 

(Semarang, 1988-1989). Meraih gelar Master of Art (MA) dari Islamic 

Studies di McGill University, Montreal, Kanada (1993), dan PhD tahun 

(2002). Visiting Researcher/Scholar di Harvard Law School (2002-2004). 

Dosen Islamic Studies di Comparative Department, Tufts University, 

Massachussetts, USA (2004-2005). Anggota American Assosiation of 

University Professors (2005-2006). 

6. Abu Al-Hasan Al-Mawardi 

Al-Mawardi lahir di kota Basra Irak  pada Tahun 972 M dan meninggal 

pada Tahun 1058 M. Di kota Basra beliau belajar fiqh dari Abu al-Wahid al-

Simari, dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Sheikh Abd al-

Hamid dan Sheikh Abdallah al-Baqi.  

Bukunya yang terkenal adalah Kitab al-Ahkam al-Sultaniah (buku tentang 

tata pemerintahan), Qanun al-Wazarah (Undang-undang tentang 

Kementrian), dan Kitab Nasihat al-Mulk (berisi nasihat kepada penguasa).  
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Lampiran III 

CURICULUM VITAE 

 

Nama   : Dwi Arini Zubaidah  

TTL   : Sragen, 10 Januari 1996 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat Asal  : Candi RT 08/ RW 04 Gemolong, Sragen Jawa   Tengah 

Alamat Domisili : Jl. Wahid Hasyim No. 3 Gaten, Kel. Condongcatur, Kec. 

Depok, Kab. Sleman Prov. Yogyakarta 

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 

Semester : VIII 

Fakultas : Syari’ah dan Hukum 

NIM : 13350013 

No. Telp : 085743560964 

Email : dwiarinizubaidah@gmail.com 

Motto Hidup : Tidak Ada Kesulitan Kecuali Setelahnya Datang  

Kemudahan 

Pendidikan Formal   : 1. TK Pertiwi Gemolong, Sragen 

mailto:dwiarinizubaidah@gmail.com
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2. SDN 4 Gemolong, Sragen 

3. Mts Ta’mirul Islam, Surakarta 

4. MAPK MAN 1 Surakarta 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Organisasi  : OPPK MAPK MAN 1 Surakarta 

Lembaga Wakaf Wahid Hasyim Yogyakarta 

Bendahara Madrasah Diniyah Wahid Hasyim Yogyakarta 

Pembina Asrama Takhassus MA Putri Wahid Hasyim 
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